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Abstrak

Pandemi Covid-19 berpengaruh pada tatanan hidup masyarakat di kawasan perkotaan, salah satunya di Kota Malang. Pembatasan aktivitas,
pemberlakuan jam aktivitas, serta pengaturan jarak/ physical distancing dilakukan sebagai usaha dalam membatasi persebaran virus Covid-
19. Hal tersebut menyebabkan mobilitas masyarakat perkotaan dan aktivitas di luar rumah menurun. Penurunan aktivitas di luar rumah dan
mobilitas berdampak pada suhu permukaan di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan
suhu permukaan selama pembatasan aktivitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengindraan jarak jauh Sentinel 2, yang mana
pemetaan land surface temperature dilakukan secara time series dari tahun 2018-2021. Pemetaan yang dilakukan bertujuan untuk
mengetahui perubahan yang terjadi sebelum dan selama pandemi. Berdasarkan hasil pengukuran land surface temperature diketahui bahwa
pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan suhu permukaan tanah yaitu 0.712°C dan 2.50°C dengan suhu permukaan tanah rata-
rata dari tahun 2018 sebesar 34.331°C; tahun 2019 sebesar 34.402°C; tahun 2020 sebesar 33.532°C; dan tahun 2021 sebesar 30.637°C.
Dengan demikian, pembatasan aktivitas selama Covid-19 berpengaruh pada perubahan land surface temperature, yakni: semakin tinggi
mobilitas masyarakat, maka semakin tinggi land surface temperature dan semakin rendah mobilitas masyarakat, maka semakin rendah land
surface temperature.

Kata-kunci: land surface temperature, mobiltas masyarakat, kebijakan pemerintah, sentinel 2

The Impact of Activities Restrictions to Land Surface Temperature Changes In Kota
Malang During Covid-19

Abstract

The COVID-19 pandemic has disrupted people's lives in urban areas, including Malang City. To limit the spread of the COVID-19 virus, activity
restrictions, activity hours, and physical separation are implemented. This reduces urban people's mobility and their ability to engage in activities
outside the home. Surface temperatures in urban areas are affected by decreased outdoor activity and mobility. As a result, the purpose of this
research is to determine the changes in surface temperature during activity restrictions. The mapping of land surface temperature in a time series
from 2018 to 2021 was carried out using Sentinel 2 remote sensing. The mapping project's goal is to compare changes that occurred prior to and
during the pandemic. Based on Land Surface Temperature measurements, it is known that soil surface temperature decreased by 0.712°C and
2.50°Cin 2020 and 2021, respectively, with an average ground surface temperature of 34,331°Cin 2018; 34,402°Cin 2019; 33,532°C in 2020;
and 30,637°C in 2021. Thus, restrictions on activities during Covid-19 affect changes in Land Surface Temperature, namely, the higher the
community's mobility, the higher the Land Surface Temperature, and the lower the community's mobility, the lower the Land Surface Temperature.
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Pendahuluan

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh
WHO sejak tanggal 11 Maret 2020. Penetapan Covid-
19 sebagai pandemic global dilakukan setelah berbagai
laporan peningkatan kasus di berbagai negara. Selain
itu, sejak penetapan sebagai pandemic global, berbagai
negara juga melaporkan terjadi gelombang pertama
selama April dan Mei 2020 [1].

Laporan kasus Covid-19 di Indonesia dilaporkan
pertama kali pada 02 Maret 2020 di Jakarta dan
semakin meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah
lainnya. Peningkatan kasus Covid-19 dapat
diidentifikasi berdasarkan munculnya beberapa klaster
besar yang berasal dari kegiatan seperti: kegiatan
seminar, musyawarah, keagamaan, dan lain
sebagainya. Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia
berdampak pada penetapan status darurat Covid-19 di
beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa (DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Banten) [2].

Adanya Covid-19 di Indonesia menyebabkan
perubahan yang signifikan pada struktur ekonomi,
kebijakan, sosial budaya masyarakat, teknologi, hingga
tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dipaksa
untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada secara
cepat, misalnya bekerja dari rumah, sekolah dari
rumah, dan mengurangi mobilisasi di luar rumah. Hal
tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan
pengendalian persebaran virus Covid-19 [3]. Upaya
pencegahan dan pengendalian persebaran virus Covid-
19 dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan
berbagai kebijakan dan aturan yang membatasi
pergerakan dan mobilisasi masyarakat, khususnya di
wilayah dengan tingkat persebaran tinggi. Pembatasan
pergerakan ini yang selanjutnya dikenal dengan istilah
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) [4];
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Jawa-Bali [5]; PPKM Mikro [6], Penebalan
PPKM Mikro [7], dan PPKM Level 4, 3, dan 2 [8].
Perbedaan tahap pembatasan aktivitas ini terletak
pada fokus pembatasan, yang mana pada PSBB hampir
semua kegiatan tidak diperbolehkan, sedangkan pada
PPKM beberapa kegiatan diperbolehkan dengan
syarat tertentu dan diatur oleh pemerintah daerah [9].

Kota Malang merupakan salah satu kota pertama di
Jawa Timur yang melaporkan adanya kasus infeksi
virus Covid-19. Kasus pertama di Kota Malang
terkonfirmasi 2 pasien dan semakin meningkat dari
hari ke hari. Peningkatan kasus virus ini terlihat dari
pertambahan atau munculnya kluster-kluster baru
seperti HM Sampoerna [10]. Peningkatan kasus yang
signifikan khususnya mulai bulan Juni 2020 menjadi
perhatian utama bagi pemerintah Kota Malang dalam
mengantisipasi persebaran virus ini. Hal ini dilakukan
dengan diberlakukan social distancing hingga physical
distancing selama PSBB hingga PPKM.

Pembatasan kegiatan dan mobilisasi masyarakat Kota
Malang antara lain dengan bekerja dari rumah, sekolah
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dari rumah, pemberlakuan jam kegiatan masyarakat,
pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya,
pembatasan kegiatan perdagangan dan jasa,
pembatasan kegiatan pada fasilitas umum kota,
pembatasan mobilitas antar daerah, dan pembatasan
pergerakan moda transportasi [11]. Oleh karena itu,
adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini sangat
berdampak pada tata kehidupan dan gaya hidup
masyarakat.

Perubahan gaya hidup dan tata kehidupan masyarakat
selama pandemic berpengaruh pada konsumsi energi.
Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang
banyak dilakukan di rumah sehingga mobilitas
masyarakat di luar rumah yang berkurang drastis [12].
Penurunan mobilitas masyarakat juga berpengaruh
pada: penurunan emisi karbondioksia [13], [14];
peningkatan kualitas udara luar perkotaan [15]-[17];
konsumsi energi listrik [18]; sosial, ekonomi dan
transportasi [19]; perubahan perilaku manusia dan
iklim perkotaan [20]; penurunan suhu udara [21]; dan
kesehatan mental [22], [23].

Perubahan iklim perkotaan sebagai dampak
pembatasan aktivitas masyarakat selama Covid-19
mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak
setelah perubahan yang terjadi akibat pemanasan
global. Berdasarkan beberapa kajian yang telah
dilakukan di Indonesia, terjadi peningkatan kualitas
udara perkotaan dan penurunan suhu perkotaan
selama pembatasan aktivitas masyarakat. Kajian
terhadap perubahan suhu permukaan selama Covid-
19 di Yogyakarta diketahui bahwa selama pembatasan
aktivitas suhu turun, sedangkan ketika adaptasi new
normal suhu meningkat lagi [24]. Selain itu, kajian juga
dilakukan di Jakarta dan Surabaya menunjukkan
penurunan suhu yang sangat sigifikan di Jakarta
dibandingkan dengan di Surabaya karena pengaruh
jumlah penduduk dan pembatasan aktivitas yang
dilakukan [25]. Dengan demikian, kajian terhadap
perubahan suhu permukaan di Kota Malang perlu
dilakukan untuk mengetahui perubahan suhu
permukaan mengingat Kota Malang mempunyai fungsi
kawasan dan penduduk yang heterogen salah satunya
sebagai pusat pendidikan sehingga mobilisasi
penduduk cukup tinggi dibandingkan dengan kota
lainnya di Jawa Timur.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yang mana
secara administratif terdiri dari Kecamatan Blimbing,
Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen,
Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Sukun
dengan luas wilayah 110.06 Km? Secara letak
geografis, Kota Malang terletak di 112.06 - 12.07
Bujur Timur dan 7.060 - 8.020 Lintang Selatan. Kota
Malang sebagai salah satu kota yang di dataran tinggi
mempunyai iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata
18-22°C. Untuk mengetahui letak Kota Malang di
Provinsi Jawa Timur dan Pembagian Administratif
Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Peta Kota Malang

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemberlakukan
kebijakan pembatasan aktivitas terhadap perubahan
suhu permukaan di Kota Malang. Pengumpulan data
perubahan kebijakan pembatasan aktivitas selama
pandemi dilakukan dengan mengumpulkan dan
menyusun kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang.
Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh periodesasi
penetapan kebijakan dan aktivitas yang dibatasi.

Selanjutnya pengukuran suhu permukaan di Kota
Malang dilakukan dengan menggunakan pemetaan
jarak jauh Sentinel-2. Sentinel-2 merupakan nama
sebuah satelit yang diluncurkan dari hasil kerjasama
antara European Space Agency dan The European
Commission. Tujuan peluncuran satelit ini adalah untuk
menunjukkan citra permukaan bumi terkini dengan
resolusi lebih tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam
bidang lingkungan dan keamanan [26].

Pemetaan land surface temperature bertujuan untuk
mengetahui  klasifikasi  suhu permukaan yang
dihasilkan oleh citra penginderaan jauh. Klasifikasi
suhu ini disimbolkan dengan skema warna yang
menginterpretasikan suhu permukaan [27]. Misalnya
untuk warna merah menunjukkan suhu permukaan
yang tinggi dan biru untuk suhu permukaan yang
rendah.

Data pemetaan land surface temperature yang
dipetakan yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan
tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi
suhu permukaan di Kota Malang sebelum dan selama
pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas karena
Covid-19. Selanjutnya berdasarkan data pemetaan
tersebut diklasifikasikan suhu permukaan rata-rata di
Kota Malang.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan
teknik superimpose dengan membandingkan data

pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas dengan
data pengukuran suhu permukaan rata-rata di Kota
Malang. Hal tersebut dimaksudkan  untuk
mendapatkan korelasi hubungan antara pemberlakuan
kebijakan dengan perubahan suhu permukaan di Kota
Malang.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota
Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki
daya tarik urban yang cukup tinggi di Jawa Timur. Hal
ini disebabkan oleh fungsi kawasan yang heterogen.

Fungsi kawasan tersebut meliputi: pendidikan,
pariwisata, perdagangan dan jasa, industri,
permukiman, kesehatan, dan sarana penunjang

lainnya. Kondisi fungsi kawasan yang heterogen ini
menjadi faktor pertambahan jumlah penduduk dan
mobilitas di kawasan perkotaan.

Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan
mobilitas berpengaruh pada pertambahan jumlah
moda transportasi baik kendaraan pribadi dan publik
untuk menunjang aktivitas masyarakatnya. Selain itu,
juga berpengaruh pada perubahan kualitas udara dan
perubahan suhu di kawasan perkotaan. Oleh karena
itu, diperlukan perhatian khusus untuk mencapai
keberlanjutan kota [28].

Selama pandemic Covid-19, mobilisasi masyarakat di
Kota Malang mengalami penurunan yang drastis.
Pemberlakuan  kebijakan  pembatasan  aktivitas
masyakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi
kondisi tersebut. Kebijakan pembatasan aktivitas yang
diberlakukan di Kota Malang selama tahun 2020
sampai dengan 2021 meliputi: PSBB, PPKM Jawa-Bali,
dan PPKM Mikro. Berikut adalah peraturan dalam
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pembatasan aktivitas yang diberlakukan di Kota
Malang:
Tabel 1. Kebijakan Pembatasan Aktivitas di Kota Malang
No. Jenis Jenis Aktivitas Peraturan Masa
Pembatasan Berlaku
Aktivitas mulai tanggal
Masyarakat
1. PSBB [29] Pendidikan 100% daring/virtual dari rumah 17 Mei 2020
Bekerja 100% dari rumah kecuali pada sektor kesehatan, energi, logistik, perhotelan,
konstruksi, industri strategis, BUMN/BUMD yang turut dalam penangan Covid-
19, pemadam kebakaran, unit pengelolaan pati asuhan dan lainnya, toko
kebutuhan pokok, bank, kantor asuransi,
Perdagangan 100% tutup untuk kegiatan tempat hiburan, bioskop, fitness center, tempat
dan Jasa rekreasi, dan lain sebagainya
Kegiatan di Pusat Perbelanjaan 100% tutup kesuali toko swalayan yang ada di
dalam dengan jam operasional mulai jam 07.00-21.00 WIB
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman beroperasi dari jam 07.00-21.00;
membatasi layanan untuk dibawa pulang;
Jam Operasional mulai jam 07.00-21.00 kecuali Apotek, SPBU, Usaha Fasilitas
Kesehatan
Kegiatan Dilakukan di rumah, kecuali untuk pengerus tempat ibadah dan masyarakat
Keagaman di sekitar
tempat ibadah
Kegiatan di 100% tutup kecuali supermarket, minimarket, pasar, fasilitas pelayanan
Tempat/ kesehatan
Fasilitas Umum
Sosial Budaya 100% tutup untuk kegiatan yang berhubungan dengan politik, olahraga,
hiburan, akademik, dan budaya.
Kegiatan khitanan, pernikahan, pemakaman/takziyah kematiman non Covid-19
dilakukan secara terbatas
Transportasi 100% berhenti sementara untuk kendaraan pribadi dan umum kecuali untuk
pemenuhan kebutuhan pokok, pertahanan dan keamanan, dan kegiatan yang
diperbolehkan selama PSBB
Jam operasional mulai jam 07.00-21.00
2. PSBB Masa Pendidikan Sekolah dan pendidikan di perguruan tinggi dilakukan 100% daring/virtual 31 Mei 2020
Transisi [30] Pondok pesantren dapat melakukan kegiatan belajar tatap muka secara terbatas
Bekerja 100% dilakukan dari rumah
Keagamaan di Dilakukan secara terbatas berdasarkan jumlah pengguna dan diutamakan untuk
Tempat Ibadah masyarkaat di sekitar tempat ibadah
Taman dan Seluruh kegiatan di taman 100% ditutup, fasilitas olahraaga dilakykan secara
tempat terbatas
olahraga
Toko swalayan Jam operasional 07.00-21.00 WIB, Pelayanan diutamakan secara daring, jumlah
dan Mall pengunjung 40% dari jumlah pengunjung normal,
Pasar Buka secara terbatas dan diutamakan menggunakan layanan online
Sosial Budaya Dilakukan secara terbatas dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas normal
Transportasi Kendaraan pribadi dan umum dapat beroperasi dengan terbatas dan mematubhi
protocol kesehatan
Restoran Jam operasional mulai jam 07.00-21.00 WIB, diutamakan layanan take away,
kapasitas pengunjung 50% dari kapasitas normal
Pariwisata, 100% tutup untuk panti pijat, diskotik, tempat karaoke, permainan boling,
Rekreasi, dan permainan biliar, warnet
Hiburan Bioskop dan permainan ketangkasan beroperasi secara terbatas dengan jam
operasional mulai jam 07.00-21.00 WIB, kapasitas maksimal 50% dari kapasitas
pengunjung normal, menerapkan protokol kesehatan
Fasilitas Termasuk apotek dapat beroperasi secara terbatas dengan kapasitas maksimal
Kesehatan 40% dari pengunjung normal, menerapkan protokol kesehatan
3. PSBB Masa _ Bekerja 75% WFH dan 25% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan 11 Januari
Transisi (2) [31] Belajar 100% Daring/Online 2021
Mengajar
Sektor Esensial 100% buka dengan menerapkan protokol kesehatan
yang berkaitan
dengan
kebutuhan
pokok
Restoran/ Jam operasional mulai jam 07.00-20.00 WIB, kapasitas maksimal 25% dari
tempat makan jumlah pengunjung normal, dengan menerapkan protokol kesehatan
Mall Jam operasional mulai jam 07.00-20.00 WIB dengan menerapkan protokol
kesehatan
Konstruksi 100% buka dengan dengan menerapkan protokol kesehatan
Tempat Ibadah Kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan
4 PPKM Mikro Bekerja 50% WFH, 50% WFO 09 Februari
dan PPKM Belajar 100% Daring/Online 2021
Tingkat Kota Mengajar
[32], [33] Sektor Esensial  100% buka dengan menerapkan protokol kesehatan
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Restoran dan
rumah makan

Jam operasional 07.00-22.00 WIB, kapasitas maksimal 50% dengan
menerapkan protokol kesehatan

Pedagang Kaki Jam operasional mulai jam 04.00- 24.00 WIB dengan menerapkan protokol
Lima kesehatan

Mall Jam Operaisonal07.00-21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan
Konstruksi 100% buka dengan menerapkan protokol kesehatan

Keagamaan di
Tempat Ibadah

Kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan

Fasilitas umum

Ditutup sementara

dan sosial
budaya
Transportasi Jam operasional 04.00-20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% dan
Umum menerapkan protokol kesehatan
5. PPKM Mikrodan _ Bekerja 50% WEFH, 50% WFO 23 Maret
PPKM  Tingkat Belajar 100% Daring/Online (SD, SMP, SMA dan sederajat) 2021
Kota (2) [34], Mengajar Bertahap secara Luring/ Offline (Perguruan Tinggi)
[35] Sektor Esensial 100% buka dengan dengan menerapkan protokol kesehatan
Restoran dan Jam operasional 07.00-22.00 WIB, kapasitas maksimal 50% dengan
rumah makan menerapkan protokol kesehatan
Pedagang Kaki Jam operasional mulai jam 04.00- 24.00 WIB dengan menerapkan protokol
Lima kesehatan
Mall Jam Operaisonal07.00-21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan
Konstruksi 100% buka dengan dengan menerapkan protokol kesehatan
Keagamaan di Kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan
Tempat Ibadah
Fasilitas umum Kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan
Seni, Sosial, Kapasipas maksimal 25% dengan menerapkan protokol kesehatan
budaya
Transportasi Jam operasional 04.00-20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% dan
Umum menerapkan protokol kesehatan
6 PPKM Darurat _Bekerja Kegiatan non esensial 100% WFH 03 Juli 2021
[36], [37] Kegiatan Esensial (perbankan, keuangan, pasar modal, perhotelan non karantina
COVID-19, industry ekspor 50% WFO, 50% WFH
Kegiatan Esensial pemerintahan 25% WFO
Kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistic dan tranportasi, industry
minuman dan makanan, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan
bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar 100% WFO
Belajar 100% Online
mengajar
Mall Ditutup sementara kecuali akses ke supermarket maksimal jam operasional
sampai jam 20.00 WIB
Pasar dan toko Kapasitas pengunjung 50% dan maksimal jam operasional sampai jam 20.00
Kelontong WIB
Rumah makan, 100% take away/delivery order
kafe, restoran,
warung
Konstruksi 100% WFO
Tempat ibadah Ditutup sementara
Fasilitas umum Ditutup sementara
Seni, Budaya, Ditutup sementara
olahraga, dan
sosial
kemasyarakatan
Transportasi Kapasitas maksimal 70%
Umum
Pernikahan Ditiadakan sementara
7 PPKM Level 4 Bekerja Kegiatan non esensial 100% WFH 26 Juli 2021
[38]-[40] Kegiatan Esensial (perbankan, keuangan, pasar modal, perhotelan non karantina
COVID-19, industry ekspor 50% WFO, 50% WFH
Kegiatan esensial pemerintahan yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya 25%
WEFO, 75% WFH
Kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistic dan tranportasi, industry
minuman dan makanan, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan
bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar 100% WFO
Supermarket, Kapasitas pengunjung 50% dan maksimal jam operasional sampai jam 20.00
pasar, toko WIB
kelontong,
swalayan

Restoran, kafe,
rumah makan

100% take away/delivery order

Warung makan,
pedagang kaki
lima

Maksimal pengunjung 3 orang dan maksimal jam operasional 06.00 sampai jam
20.00 WIB

Mall Ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan
online maksimal 3 orang dan akses untuk supermarket/swalayan dengan
maksimal jam operasional sampai jam 20.00 WIB

Konstruksi 100% WFO
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1Tempat 50% kapasitas maksimal dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah
Ibadah

Fasilitas Umum Ditutup sementara

Seni, Budaya, Ditutup sementara

olahraga, dan
sosial

kemasyarakatan

Transportasi Kapasitas maksimal 50%

Umum

Pernikahan Ditiadakan sementara

8 PPKM Level 3 Bekerja Kegiatan non esensial 100% WFH 07
[41] Kegiatan Esensial (perbankan, keuangan, pasar modal, perhotelan non karantina ~ September

Covid-19, industry ekspor 50% WFO, 50% WFH 2021
Kegiatan Esensial pemerintahan 25% WFO
Kritikal (energi, kesehatan, keamanan, logistic dan tranportasi, industry
minuman dan makanan, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan
bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar 100% WFO

Belajar 50% Online 50% Offline kecuali SDLB, MILB, SMPLB, dan MALB maksimal 62%

Mengajar dan PAUD maksimal 33%

Restoran, kafe,
rumah makan

Ruang tertutup 100% take away/delivery order

Ruang terbuka kapasitas maksimal 50% dan maksimal jam operasional sampai
jam 21.00 WIB

Warung makan,
pedagang kaki
lima

Maksimal pengunjung 50% kapasitas atau 6 orang dan maksimal jam
operasional 06.00 sampai jam 21.00 WIB

Mall Dibuka dengan kapasitas pengunjung 50% dan maksimal jam operasional
sampai jam 21.00 WIB. Kecuali Bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat
hiburan di dalam mall ditutup sementara

Konstruksi 100% WFO

Tempat ibadah

Maksimal 50% kapasitas atau 50 Orang

Fasilitas Umum

Ditutup sementara

Seni, Budaya,
olahraga, dan
sosial

Ditutup sementara kecuali kegiatan olahraga outdoor maksimal 4 orang dan
50% kapasistas maksimal untuk indoor

kemasyarakatan

Transportasi 70% kapasitas maksimal
Umum

Resepsi Maksimal 40 Orang
Pernikahan

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa
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pembatasan kegiatan masyarakat secara sigfinikan PPKM darurat, dan PPKM level 4. Pada
INTENSITAS MOBILISASI AKTIVITAS MASYARAKAT KOTA MALANG
PSBB Masa PSBB Masa  PPKM Mikro danPPKM Mikro dan PPKM Darurat PPKM Level 4 PPKM Level 3
Transisi Transisi (2) PPKM Tingkat PPKM Tingkat

PSBB

Kota Kota (2)

Pembatasan Aktivitas

terjadi pada masa pemberlakuan kebijakan PSBB,

masa

Gambar 2. Grafik intensitas mobilisasi aktivitas masyarakat Kota Malang selama pemberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas.
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pemberlakukan kebijakan PSBB, dan PPKM darurat
level 4 hampir semua kegiatan dan aktivitas
masyarakat dilakukan secara online atau ditutup
sementara. Sedangkan pada pemberlakuan kebijakan
PSBB Transisi, PPKM Mikro dan PPKM tingkat kota,
dan PPKM level 3, aktivitas dan kegiatan masyarakat
dilakukan secara terbatas baik secara kapasitas
pengguna maupun jam operasionalnya. Dengan
demikian, juga dapat disimpulkan bahwa adanya

Pemetaan Land Surface Temperature di Kota Malang

Pemetaan land surface temperature dilakukan dengan
menggunakan penginderaan Sentinel-2 mulai tahun
2018 sampai tahun 2021. Berdasarkan pada hasil
pemetaan, diketahui bahwa luas area dengan suhu

/ {
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gD j \Tx,‘\é
o VRN
1_“ § mh-.(: k

KEDUNGKANDANG.

(a) (b)

pembatasan kegiatan di Kota Malang berdampak pada
penurunan mobilisasi masyarakat dan optimalisasi
kegiatan di dalam rumah. Kesimpulan pemberlakuan
kebijakan pembatasan aktivitas terhadap mobilitas
masyarakat Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 2,
yang mana range 0-45 menunjukkan range rendah, 46-
75 menunjukkan range sedang, dan range 76-100
menunjukkan range tinggi.

rata-rata tinggi semakin berkurang dari tahun 2018 ke
tahun 2021. Gambar 3 merupakan hasil pemetaan land

surface temperature di Kota Malang dari tahun 2018
sampai tahun 2021.
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Gambar 3. (a) Peta /and surface temperature tahun 2018 (b) Peta /and surface temperature tahun 2019 (c) Peta /and surface
temperature tahun 2020 (d) Peta /and surface temperature tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemetaan land surface temperature
Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan 2021
menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat
pertambahan luas area dengan suhu permukaan tanah
di Kota Malang cenderung tinggi. Selanjutnya tahun
2020 terdapat pengurangan luas area dengan suhu

permukaan tanah tinggi yang cukup signifikan dan
tahun 2021 suhu permukaan tanah cenderung
didominasi oleh suhu sedang. Gambar 4 adalah hasil
pengukuran land surface temperature di Kota Malang
dari tahun 2018-2021 dengan menggunakan
penginderaan Sentinel -2.

AVERAGE LAND SURFACE TEMPERATURE

AIR TEMPERATURE °C
w
]
)
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0= Temperature 34,331
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Year

Gambar 4. Grafik suhu rata-rata permukaan tanah Kota Malang tahun 2018-2021

Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan LST
Kota Malang sebesar 0.071°C, sedangkan tahun 2020
terjadi penurunan Land Surface Temperature yang

cukup signifikan yaitu 0.87 °C dan tahun 2021 terjadi
penurunan Land Surface Temperature yang sangat
signifikan hingga 2.895 °C.
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Hubungan Pembatasan Aktivitas dengan perubahan
Land Surface Temperature di Kota Malang

Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa
pandemic juga berpengaruh pada perubahan perilaku
manusia dan pola mobilitasnya menjadi lebih baik
untuk menghindari resiko penularan [42]. Penggunaan
transportasi aktif seperti sepeda atau berjalan kaki
menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh
masyarakat di kawasan perkotaan. Hal ini juga
dilatarbelakangi oleh manfaat penggunaan
transportasi aktif untuk kesehatan [43], [44].

28

27
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Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa
pandemic secara tidak langsung juga berpengaruh
pada perilaku berkendara dan  penggunaan
transportasi umum. Kecenderungan masyarakat yang
membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah
berdampak pada perubahan kualitas udara perkotaan
[45]. Hal serupa juga terjadi di Kota Malang, yang mana
terjadi penurunan suhu yang sigfinikan selama masa
pembatasan kegiatan masyarakat. Gambar 5
merupakan data suhu rata-rata Kota Malang dari tahun
2018-2021.
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Gambar 5. Grafik suhu Kota Malang tahun 2018-2021 (Sumber: BPS Kota Malang)

Selain perubahan suhu rata-rata di Kota Malang,
berdasarkan pada pengukuran land surface temperature
menunjukkan adanya perbedaan dan penurunan suhu
permukaan tanah yang sangat sigfinikan dari tahun
2018 sampai dengan 2021. Tabel 2 adalah perbedaan
land surface temperature sebelum dan selama Covid-19
di Kota Malang.

Tabel 2. Perbandingan Land Surface Temperature Kota Malang
sebelum dan selama pemberlakuan pembatasan aktivitas covid-19

2018 2019 2020 2021
Tmax 36.709 36.616 36.165 33.603
Tave 34.331 34.402 33.532 30.637
Tmin 29.540 29.276 28.564 26.064

Tahun 2018 mempunyai selisih suhu maksimal sebesar
0.093°C dengan tahun 2019; tahun 2019 mempunyai
selisih suhu maksimal sebesar 0.451°C dengan tahun
2020, dan tahun 2020 mempunyai selisih 2.562°C
dengan tahun 2021. Sedangkan untuk suhu minimal
pada tahun 2018 mempunyai selisih 0.264°C dengan
tahun 2019; tahun 2019 mempunyai selisih 0.712°C
dengan tahun 2020, dan tahun 2020 mempunyai
selisih 2.50°C dengan tahun 2021. Dengan demikian,
berdasarkan pada hasil pengukuran LST dari tahun
2018 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan
suhu permukaan tanah secara signifikan, khususnya di
tahun 2021. Dengan demikian, berdasarkan pada data-
data di atas dapat diketahui bahwa perubahan

aktivitas, mobilitas, dan perilaku masyarakat perkotaan
sangat berpengaruh pada kondisi suhu permukaan di
Kota Malang, yang mana selama tahun 2018 dan 2019
aktivitas dan mobilitas masyarakat relative cukup tinggi
dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.
Perubahan pola aktivitas, mobilitas, dan perilaku
masyarakat perkotaan selama pandemic berperan aktif
dalam perbaikan kualitas udara dan iklim mikro di
perkotaan.

Kesimpulan

Peningkatan kasus Covid-19 yang sangat sigfinikan
dalam beberapa waktu berpengaruh pada pembatasan
aktivitas masyarakat. Pemberlakuan pembatasan
aktivitas dan kegiatan masyarakat berdampak pada
penurunan mobilitas masyakarat khususnya di Kota
Malang. Intensitas mobilitas masyarakat yang berkurang
berpengaruh pada perbaikan kualitas udara dan suhu
perkotaan, baik suhu rata-rata bulanan maupun suhu
permukaan tanah di Kota Malang. Berdasarkan uraian di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan
pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada
penurunan suhu rata-rata bulan dan suhu permukaan
tanah.
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